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BUPATI BUTON

PEEKATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 3¢ TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, TUGAS FOKOK, FUNGSI DAN TATA KER.JA
NINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

BERENCANA HABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan
Bupali Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomecr 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
can Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725.)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 35234)

Undang Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494 )

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tenwane

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesiz Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapz kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20:5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Nezara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun
2016 tentangUrusan Pemerintahan  yuang  menjadi

=1

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Scbagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 112);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN

ORGANISAS! TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDLUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat Ini, yang dimaksud dengan :

el e

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
Bupahi adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwalalen Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DFRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buto,

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
Dinas Pengendsalian Pencuduk Dan Keluarga Berencana yang
selanjutnva disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian
Pendudukan Dan  Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
Buton ;
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Kepala Diras Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buton;

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;

Sekretaris Dinas yang selanjutnva disebut Sekretaris adalah
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buton;

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Duton;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Rerencana Kabupaten Buton;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dhinas Pengendahian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Buton,

Kepala Secksi adalah Kepala Scksi pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencona Kabupaten Buton;

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yvang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton yvang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di ingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton.

BAB II
KEDUDUEKAN
Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah
unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pengendalian
Penduduk Dan EKeluarga Berencana yang menjadi kewenangan
daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalu Sexretans Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 3

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah
Dinas Daerah Tipe B.

Dinas Pengendalian Pendudulk Dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas -



(3)

(4)

(5)

(€)

(7)

a. Kepala Dinas;

b. Sekrezariat;

Bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan  dan
Penggerakan;

d. Bidang Keluarga Berencana;

2. Bidang Ketshanan dan Kesejahteraan Keluargg;

f. Sub Bagian/Seksi;
g
L.

oL

. Unit Pelaksanzaan Teknis Dinas (UPTD); dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Sckretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huraf b
terdir atas
a. Sub Bagan Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2} Huruf ¢ terdiri atas :
a. Seksi Advokasi dan penggerakan,;
b. Seksi penyuluban dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
Bidang Keluarga Berencana sebagaimana diunaksud pada Ayat
(2) 1Turuf d terdiri atas ©
a. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alokon
h. Seksi.Jaminan Pelayanan KB
¢. Seksi pembinaan dar. peningkatan kesertaan ber KB
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
b. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia
c. Seks1 bina ketahanan remaja
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian  Pendudukan  Dan
Kcluarga Berencana Dacrah tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pagal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) hurut b,

(2)

(3}

(4)

diptmpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dicas.

Bidang scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {2) huruf
c,huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggnungjawab kepads Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin
olch seorang Kepala Subbagian yang berada di baweh dan
bertanggungjawab kepada Sekretans.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat [4), Ayat (D),
danAyat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawalb xepada kepala DBidang masing-

masing.



(1)

(2)

(1)

EAR IV
TUGAS DAN FUNGE]
Bagian Kesatu
Umum
Fasal 5

Dinas Pengendalian Penduduk Dan  Keluampa  Beroncana

mempunyal tugas membantu Bupati melaksanakan arusan

Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembatizan  yang diberikan cleh Kepala Daerah dibidang

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesual dengan hingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksenaan Evaluasi dan Pelapuran scsuat dengan lnghup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yvang
menjadi kewenangan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga DBerencana meliputi perencanaan  kawasan

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  serta

melaksanakan tigas pembantuan yang diberikan kepada daerah

dibidang Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan
pergembangan kawasan transmigrasi

b. Pelaksanaan kebijjakan perencanaan pembangunan dan
pengembangan kKawasan lransiigrasi  seila tugas
pembantuan yang dberikan kcpada dacrah;

c. Pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan  perencanaan
pembangunan dan pengembangan kawasan trarsmigrasi
serta tugas pembantuan vang dberikan kepada dacrah

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok
Jabatan Fungsional,

e. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi;dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

dalam pelayvanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua

satuan kerja  dilingkungan Dinas vang meliputi urusan

penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan

perlengkapan, melaksanskan urusan pendidikan dan pelatihan,

serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi

kincria Dinas.

Seleretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Avat (1) menvelenggarakan fungsi :

a, Pelaksanan urusan administrasi kepegawaian,
ketatalaksanaan dan hokum, serta pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan
penyusunan anggararn;

¢. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan,
rumah tangga, humas dan protokol;

d. Pelaksanaan penyusunan rencana dall program;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

o

f. Pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Tlinas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

a.
b.
C.

melakukan kcordinasi penyuisiinan rencana program dan anggaran
melakukan administrasi keuangan;

Mengelola barang milik/kekayaan negara , sarana program di
lirgkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
daerah;

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaka mempunyai tugas melakukan
pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
kepegawaian, arsip, dan dokumentasi

Bagian keempat

Bidang Perngendalian Penduduk, Menyuluhan dan Penggerakan

(1

@

Pasal 10

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan mempunyal tugas melaksakan kebijakan teknis

dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di

kabupatcn.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengedalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi



can Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

b. Pelaksanaan kebijakan tcknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi
dan Penggerakan dibidang pengendzlian penduduk dan
keluarga berencana;

c. Pelaksanzan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem
informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. Pelaksanaan  pemaduan dan sinkrorisasi xchijakan
pemerintah  daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
renduduk

e. Pelaksanaan pemectaan perkiraan (parameter] pengendalian
penduduk di Kabupaten;

f.  Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisas: kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan
kota o bidang pengendahan penduduk dan keluarga
berencana

g. Pelaksanaan  pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/PLKB);

h. Pelaksanaan pemantauan can evaluasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi
dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

pengendalian  penduduk, sistem informasi keluarga,

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan d:bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

Pclaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

T

k. Penandatanganan Surat/Naskab dinas seuail dengon tugas
pokok dan kewenangannya;dan

1. Pelaksanasan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuail dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai migas menyiapkan
bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
ncorma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Advokasidan penggerakan.

Pasal 12
Seksi penyuluhan dan pendayvagunaan PLKB dan kader KB mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauzsn dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Pasal 13
Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi

kecluarga.



Bagian Kelima
Bidang Kcluarga Derencana
Fesal 14

(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana
menvelenggarakan furgsi:
a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
Berencana,
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga
Brrencana,
¢. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
kriteria di bidang Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan Penerimaan, penvimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga
Berencana;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga
Berencans;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Pasal 15
Kepala Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai
magas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan leknis, normns, standes, prosedur dan sriteria
serta pemantsuan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian
alokon di Kabupaten.
Pasal 16

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melakukan
penyiapan behan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten.

Pasal 17

Kepala Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB
mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan tcknis, norma, standar, proscdur dan kriteria
serta pemantauan dan evaluasi pembnaan dan peningkatan kesertaan
ber — KB,



Bagian Keenam
Bideng Ketahanan Dan Kesgjahteraan Keluarga
Pasal 18

(1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga di Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan
kesejahteraan zeluarga;

b. Pelaksanaan NSPK dibhidang ketshanan dan kesejahteraan
keluarga

¢c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga
Balita

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan
ketahanean remaje

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga
LLansia dan rentan

f. Pclaksanaan kebijakan tcknis dacrah dibidang pecmberdayaan
keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga

g pemantanan dan evaluasi di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
kesejahteraan dan ketahanan keluarga

i. Pelaksanaan koordinasi delam pelaksanaan tugasnya

j- pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas
peryiapan bahan pemkbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan cvaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;

Pasal 20

Kepala Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita

anak dan lansi;



Pagal 21

Kepala Seksi bina ketahenan remaja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kntena serta

pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja

BAB V
TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan luges, Kepala Dinas, Sckictaris, Kepala Bidang,
Kepals Sub Bagian dan Kepala Seksi diling<ungan Dinas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai dengan bidang

tigasnya.
Pasal 23

(1) Setiap pimpinsn Unit Organisasi bertangmingjawab memimmn dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bsagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
relah ditetapkan.

(2) Penyerahan dan peturnjuk sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab
serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentiian Peraturan

Perundang-Undangan
Pasal 24

Dalam meclaksanakan tugas sctiap Pimpinan Unit Organisasi harus
me.akukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di
bawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gana setiap pejabat di
lingkungan Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana
Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di

bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAR VI

PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlau.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

(1) Segala biayva vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dibebankan pada Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah.

(2] Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimans  dimaksud  pada ayat (1) Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencena dalam melaksanakan lugas
dan fungsinya dapat diberikan bantuan dan pembiayaan sesuai

dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yarng berlaku.

Pasal 29
(1) Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan
besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

varg berlaku.
(2) Pembentukan dan susunan organisasi UUPTD sehagaimana

dimnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



BAR IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
(1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan
Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru
(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling

lama 6 (enam) Bulan sejak di undangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini deogan  pencmpatannyd  dalam Berita Daerah

kabupaten Buton.

PARAF Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Oktober 2016
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